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,1'iIN'IANG

JABA'I'AN F'UNGSIONAL WIDYAISWAR.\ DAN ANGIfi KREDITNYA

DENGAN RAI-IMA'I''IIJHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PBNDAYAGUNAAN APAIIATUR NF]GARA
DAN REFORMASI BIROITRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menirnbang :a,

l:,

bahwa Peraturarl Menteri Negara Penclayagunaall Aparatur
Ne gara Nonror 1 4 'fahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswaril clan Angka l(reditnya masih terdapat
l<ekurangan cian belum clapat tnemenuhi tuntutan
ke butt than setringga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf A, perlu nlenetapkan Peraturan Meuteri
Penciayagunar)n Aparattrr Negara dan Reforrnasi Birokrasi
Repttblik I rrrionesia tenttrng Jabatan Fungsional
Wictyaiswara clan Angka l(reditnya;

Undang-Und ang Nornor 5 Teihun 20 14 tentarrg Aparatur
Sipil Negara (l,crrntraran Negara l?epublik Indonesia Tahun
2014 Nomor' {:s, 'lambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor' 54 cJ4) 

;

Peraturan Pernerlintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
.-lalratan Furrgsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
I?eltltblik Incloncsia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negarcr Republik Indonesia Nomor 3547),
sch"ragaimnrra telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nrlruor 10 '[ertrrrLr 2t) 10 (Lembararn Negara Republik
Indonesia Tiilrun 2C)l0 Nomor 5 1, Tarnbahan Lembaran
Negnra Republil< lndonesia Nornor 5121);
Peralurnn Perucrintah Nonror 97'fahun 2000 tentang
Fot'tnasi Pegirtvai itiegeri Sipil (L,embaran Negara Republik
Irrdclnesia Ti,rirr-rrr 2000 Nornr:r 194, Tarnbahan Lembaran
Negerrar ltepurl.'lili Indolresici Nornor 4015), sebagaimaua
tclah diubah rleLrgrrrt Pt:t llt.t.it'art Pemerintah Nomor 54
'l'nlturt ti003 (l,r:rrbtrran iVegarer Reptrblik Indonesia 'fahun
2OOll Norncrr' 12,'J.,'Iarnlr;rhan Lembaran Negat'a Republil<
Irtclonesiir I\r.rruor' .l 332) :

Mengingat : 1.

2,
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Peraturan Pe rne rintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tzunbahan

Lembaran Negara Repr.rblik Indonesia Nomor 40 16) ,

sebagaimana telah dua }<erli diubah terakhir dengan

Peraturan Pernerintair Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran

Negara Republil< Indorresia Tairun 2013 Nomor 188,

Tarnbahan l-,c:nrbaran Negara. Repubiil< indonesia Nomor

5467i;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Panglcat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tah r:n 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Repr"rblik Indonesia Nomor 40L7),

sebagaimarla telah ditrbah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 'lahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2002 Nonror 32, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor a 193);

Peraturan Pemerirrtah Nomor 10 i Tahun 2000 tentang
Pendidikan ds"n Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

I 98, Tambahan Le mberran Ne gara Republik Indonesia
Nornor a0 19);

Peraturan Pennerintait Nomor I Tahun 2003 te ntang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemlrerhent-ian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tanrbahan
Lemlraran Negarrr Republik Indone sia Nomor 42631,
sebagaimana telah dna kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nclmor 63 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 16a);

Peraturarr Pernerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 l0 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran
Negara ltepublik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerinrah Nomor 46 Tahun 201 I tentang
Penilaian Prest;asi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara ltepr-rbli}< Indonesia Tahun 201 1 Nomor LzL,
'fatntraha.n Lerrrbaran Negala Republik Indonesier Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 2r Tahun 2,014 tentang
Penrberhenl"ian PN S ynng Mencapai Batas Usia Pensiun
13agi Pejabat" F rrngsio.al (l,eml;ararr Negara Republik
in,:lonesin 'fahun 20 1.4 Nornor 58);

5,

6,
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1 1, Peratural Preside n Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pe:nbentukan clan Organisasi Ke rnenterian Negara

sebaga.imana telah empat kali diubah terakhir dengan

Pcraturan Prcsiclen Nornrlr 55 Tahun 2013 (Lembaran

Negara Republik indoncsia 'l'ahun 201i1 Nor:ror 125);

t2, Peraturatr Presiclen Nomor 24 Tahun 20 10 tentang

Kedudulcan, T\rgas, dzur Fttngsi Kementerian Negara serta

susunan organisasi, T\rgas, dan Fungsi Eselon I

Kernenterian Negara sebagaimana telah empat kali diubah

clengan Peraturan Presicien Nomor 56 'fahun 20 13

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor

I 26);

13, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 20 13 tentang

Lembaga Achninistrasi Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia 'l'ahun 2013 Nornor I27);

1 ,1 , I{eputusarr Presiclen Nonro r 87 Tahun 19 99 tentang

Rumpun Jabatan pungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah ctiubah dengan Peraturan Presiden

Nornor 97 Tahun 2012 (Lernbaran Negara Republik

Indonesia'l'ahun 2012 Nomor 235);

15, I(eputtrsan Presiclen Notnor 591P Tahun 201 1;

MEMUTUSI(AN:

MenetApKAn : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNMN APARATUR NEGAM
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLII( INDONESIA

TENTANG JABATAN }TUNGSIONAL WIDYAISWAM DAN ANGIil
I{REDITI\ryA.

BAB I
I(ETENTUAN UMUM

Pasal I

L-)alarn Peraturan Menl.eri ini yang dimaksud dengan:

I . Pegawai Negeri Sipil yang selanjr-rtnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang selanjutrrya rJisingkat ASN secara tetap oleh pejabat
pe mbina lcepega',vaiarr untuk menduduki j abatan
pernerintaiian,

2 , 'J aLratan lt'lir rgsional Wiclyais!!'ara adaiah jabatan yang
mempunyiti ntarrg lingl<uJr lugas, t-anggung jawab,

wetvenarrg, clau lial< untr-rk melakukan kegiatan mendidik,
mengajar, rneizrtih PNS )'ang selanjutnya disingkat
Dil(jartih PNS, Evaluetsi cltrn Pengembanga:r Pendidikan
cian f'elatil.ri:n yang selan.ltttnya rlisingl<at Diklat pada-

Lembaga Diklat Pemerirrtah.

3. Widyaiswara ...
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Wiclyaiswara adalah PNS ytirlg cliangkat sebagai pejabat

fungsional dengatt tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi

dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat

Pemerintah,

Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam Diklat

baik secara klasikal dan/atau non lclasikal'

l,embaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada

Iiementerian, Lembaga Perneriptah Non Kementerian,

I(esekret.arial.an Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah

yang bertugas meiakukan pe ngelolaan Diklat dan

peugembangan SDM,

Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk

mencapai persyaratan kornpetensi jabatan fungsional yang

sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing'masing,

Diklat 'l'elsris adalal-r Diklat yang dilaksanakan untuk
rnei'rcapai persyaratan l<ompetensi teknis yang diperlukan
untuk pelaksanaan tugas PNS.

t3idang Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang

dimiliki oleh Widyaiswara yang didasarkan pada rumppn
ke ilmuan tertentu se suai latar belakang pendidikan

dan / atau ilengalanian kerjanya,

I(ompetensi Widyaiswara adalah pernilikan pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan yang dituntr.rt oleh

.Jabatan Fungsional Widyaiswara yang rneliputi
kompetensi pengelolaan pembelajaran, substansi,
keprii:adian, dan sosial

Dilclat Pra.jabatan adalah Diklat yang diselenggarakan
untuk mernbentul( PNS yang profesional yaitu pNS yang
karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi pNS,

sil<ap dan pc'rilaku clisiplin PNS, dan pengetahuan terrtang
kedudukarr dan peran PNf; dalzun Negara I(esatuan
ftepublik Inclorresia, sehingga mampu melaksanakan tugas
dan perartrryi:l se carii prtriesional sebagai pelayan
masyarakat,

Peserta Diklat Nrirr Aparatur Sipil Negara adalah individu
yang mcnjacli peserta Diklat sebagai bagian dari
rnasyarakat binaan ins[ansi sesr-iai tugas dan fungsi ciari

lr:mbaganyil,

J'im Penilai Angka Iireciit Jal:atirn ll-ungsional Widyaiswara
yang selanjut,nya cliselrurt Tirn Penilai adalah tim yang

dibentuk dan ditetapl<arr crleh pejabat .yang menetapkan
Angka lireclit, clan bcltugas nrenilai prestasi kerja
Widyaiswam,

tl 
.
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13, Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

cian/atau akurnulasi nilai br.rtir-br"rtir kegiatan yang harus
dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier
jabatan darr lcepangkatarrnya.

14, organisasi Prof'esi adalah organisasi profesi jabatan
lbngsional Widyaiswara.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUI(AN, DAN TUGAS POI(OK

Bagiiln I(esatu

Rumpun ,Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun
pendidikzur lainnya.

Bagiarr Kedua

I{edudukan

Pasal 3

(1) Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di
bidang lcediklatern pada Lembaga Diklat Pemerintah,

(2) ..labatan Ilungsional widyaisrvara merupakan jabatan ASN
yrrng didudul<i oleh PNS,

Bagian l(etiga
'l'ugas Pokol<

Pasal 4

(1) T\rgas pokoit Wiciyaiswara adalah melaksanakan Dikjartih
PNS, Irvaluasi dan pengembangan Diklat pada Lembaga
Diklat Pernerintah,

(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksucl
pada &yat. ( 1) widyaiswara harus me mperoleh surat
penugasan atau sr.rrat perinteih dari pimpinan Lembaga
Diklat Perneri ntah yang bersangiantan.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUCAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pemlrina -.Jnbatan [\.rngsional widyaiswara yaitu
Letnbagn Adrninistrasi Negara yang seranjr-rtnya disingkat LAN.

Pasal 6

(1) Instansi Pembina sebagatirnana dirnaksr-rd dalarn pasal 5
rrrctmpllnyai tr"rgas melakulcan pembinaap .Jabatan
Fungsionai Wiclyaiswara, antara lain:

a, men\ tsun ,..
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a, menyusun dan me netapkan ketentuan pelaksanaan

dan ketentuan teknis .labatan Fungsional Widyaiswara;

b, menln-rsun dan menetapkan pedoman formasi Jabatan
Fungsional Widyaiswara;

c:. men]rusun dan menetapkan standar kompetensi
Jabatan Fun gsional Widyaiswara;

d. menyusun dan nrenetapkarr pedoman sertifikasi
Jabatan fungsional Widyaiswara;

e. menyusun dan rnenetapkan ln:rikulum diklat
fungsional dan teknis Widyaiswara;

f. menyusun dan rnenetapkan kurikulr.rm diklat calon
Widl,aisrvara cian pedonran selel<si calon Widyaiswara;

g. nre nyelenggarakan diklat dan seleksi calon
Widyaiswara;

h. nremfasilitasi penyelenggaraan diklat dan seleksi calon
Widyaiswara;

i. tlenyele nggaral<an clilclat llngsional dan teknis bagi

Widyaiswara;

j, menrf asilitasi pe nye le nggaraan diklat fungsional dan
telcnis Widyaiswara;

l{. menvusun dan menetapkan pedomzur penulisan Karya
'l\rlis llmiair ll{arya Ilmiah bagi Widyaiswara;

l, ntensosialisasikan Jabatan F.ungsional Widyaiswara
beserta ketentuan peiaksanaanya;

m, nlembangurl clan mengenrbangkan sistem informasi
Jabatan lrungsional Widyaiswara;

n. rnelakukan pernantauan dan evaluasi JabaLan
Fungsional Widyaiswara; dan

o. mernfasilit.asi peltyusunan clan penetapan kode etik
wiciyai.swara. bersarna-sarna organisasi profesi
Wiclyaistvit ra,

(2) Instansi penrbina dalarl rangka rrrelal<sanakan tugas
pe mbinaan se bagairrrana dimaksud pada ayat (1)

rnenYampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Furrgsiclnal Wiclyaiswarti $ecrara berkala sesuai dengan
pcrke nrbangan llclaksanaan pembinaan ke pacla Menteri
yang bertanggLlrrg jarvab di bidang pendayagunaan
aparatlrr negara clerrgan tembusan Itepala Badan
Kepegawaian Negara,

BAB IV ...
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BAB IV

JENJANG JABATAN

Pasal 7

(1) Jabatan Fungsional wiclyaiswara merupakan jabatan

fungsional keahlian,

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara dari yang

terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

&, WidYaiswara Ahli Pertama;

tr. Widyaiswara Ahli Muda;

c, Widyaiswara Ahli Mad5'tl; dan

d. Widvaiswara Ahli Utarna.

I}AB V

UNSUR, SUB UNSUR KEGIA'IAN DAN RINCIAN KEGIATAN

Paszrl B

(1) Unsrtr ke giatan Jabatarr Fr"rngsional Widyaiswara yang

dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

a, LlnsLlr utanra; dan

b. unsur penlrnjang,

(21 Unsur utatna, terdiri dari sub unsur:

a. pendidikan;

b, pelaksanabtn dikjartih PNS;

c, evaluasi dan pengembangan diklat; dan

d, pengembangan prof esi.

(3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok Widyaiswara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(4) I(egiatan yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

a. sub Llnsur perrdidikan, melipu[il

l. , pe ndiclikan forrnal/ se kolah dan mem.peroleh
ijazah/gelar; clan

2. Dikla,t tungsional/ teknis yang rnendukung tugas
Widyaiswara dan memperoleh surat Tanda Tamat
Pencliciikan dan Pe latiiran (S'|TPP)l sertifilcat,

b, stib unsllr pe laksanaan clil<jarrih PNS meliputi:

t. persiapan, terdiri dari:

a) penlusunan bahan Diklat; dan

b) penyr-lsunan soal/materi ujian Diklat.

2. pelaksanaarr, [ercliri clari:

a) tatap mtrl<a Dil<lat;
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b) Pernbimbingan;

c) penciampingern OL IPKL/ Benchmarking;

ci) i:enclampin gan penulisan ke rtas kerj a /
proyek perr-rbahan;

e) pemeriksaan hasil ujian Diklat; dan

0 coachinq pada proses penyelenggaraan

Diklat,

o. st-tb lln sur evaluasi clan pengembangan Diklat

melipt-ttil

1. evaluasi Diklat, terdiri dari:

a) pengevaluasian penyelenggaraan Diklat di

instansinya; dan

b) pengevaluasian kinerjaWidyaiswara,

2. perlgembangan Diklat, terdiri dari:

a) penganalisisan kebutuhan Diklat;

b) penlusunan kurikulum Diklat; dan

c) penyrlsrlnan rnodrrl Diklat.

d, sub unsur pengenrbangan profesi, meliputi:

I , pembuatan Iiarya T\-rlis/ I{arya Ilmiah dalam
bidang se pesialisasi keahliannya dan lingkup
ke cliklatan;

2 , penem Llan inovasi )rang dipatenkan dan telah
masuk daftar paten sesuai bidang spesiaiisasi
keahlianltya;

3. penyusunan buku pedornan/ ketentuan
pelal<sanaan/ ket.errruan teknis di bidang
kediklatan; clan

4, pelaksanaan orasi Ilmiah sesuai spesiarisasinya.

e. kegiatan penunjang Jabatan l-ungsional Widyaiswara,
meliputi:

1. peran se'ta dalam seminar/lokakaryal lconferensi
cii bictnng lcediklaran;

2. keanggotaan dalam organisasi profesi;

3. pernbinrbirrga' l<epada wiclyaiswara d ibawah
jenjang jabatannya;

+. penulisan ar.tikel pacla surat kabar;

5, penulisan artil<el parcla Website;

6, perolt-'harn gelar'/ijazarh kesarjanaan lainnya; dan
7 , 1re roleharr pe nghat gaan/ tancla jasa.

(5) Widyaiswara .,.
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(5)'ilidVaiswara yang tnelaksanal<eur l<egiatan sebagaimarra
rl imaksucl pada ayat (4 ) diberikan angka kredit
sebagaimrlna terr:rtnturn dalam Lampiran I yang
itterupakan bagii-rn tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini,

Pasal 9

(1) 'Widyaiswara selain melaksanakan tugas pokok
rsebagaimani.t" dimalcsucl dalam Pasal 4 ayat (1) ctapat
:melal<sanErkan kegiatan Dikjal'tih bagi Non Aparatur Sipil
Nega-r'a clalir,nr linglcr.rp binaan pada instansinya,

(2) 'widyaiswara yang nrelalcsanalca.n kegiatan Dikjartih
se bagairnana climalcsucl pada ayat (1) diberikan angka
rre clit sebagaimana t.ercanturnr dalam Lampiran I yang
::nerupakan bagian ticlak terlrisahkan dari peraturan
Menteri ini.

(3) I{egiatan sellagaimana ciirnaksud pada ayat (I ) clapat
clilakr-rJ<an sepanjang ticlal< adcr pejabat furrgsional lainnya
.yanlT rnemiliki tugas pol<ok membina masyarakat
profesi/binaan yang menjadi obyek Dildat,

BAB VI
PDNII,AIAN DAN PIINETAPAN ANGIft I(REDIT

Pasai I 0

(1) Jumlah Angka ItrediL kumulatif paling rendah yang harus
ciipenuhi r.r:rrul< dapat diangkat clalam jabatan dan
kenaikan jabatan Widyaisr.vara, untul<:
a. wiclyaiswar'?r. dengan pendidikan Magister (s2)

sebagaimana rerc:antum cialam Lampiran II yang
merLlpakan iragian tidal< l.erpisahkan clari Peraturan
Menteri ini,

b. wiclyaiswara ciengan pe'didikan Doktor (s3)
sebagairnana t.ercantunr cialam Larnpiran III yang
trleri-tpElkan llargian ticlal< tet'pisairkan dari peraturan
Mer: ter.i ini.

(2) 'Jumlah Atrgl<nr Kreciit l<urnulatif paling rendah yang Sarus
dipe'.rhi rr'tr-rk ke.ail<irn pi,rngkat, golongan ruang
Wiclyaiswar I'il, ulntul<:

ilr, Widycrisq'ar.a clcngan pe ndiclilcaii Magister (S2)
sebagairnilr)ir icrcrirlLuni cJerlarn Lampiran ]v yang
mertlpzll<an lrnSlian ticlak [e rpisahkan clari peraturan
Merrt.er-i ini.

b. wich,^iq\,\,r r ri:i de'garr 1re'rlidika^ Doktor (s 3)
se lritg-i,rirnarrii r.e'ci.ilirlrnr r-rararrn Ler.mpirar: v yang
Il'lertlplrltatt ba1;iarr licitrl< ter'pisilhkan dari pelat.rtran
Ment.er.i ini.

(3) Jurniah ..,
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(3) ,lumlah Angka liredit ltr-rrnulatif sebagaimana dirnaksud

pada ayal (l) clerrr a)'al' (2), vattu:

i.]..palingrerrclatrB0.7o(delaparrpuiurlrpersen)Angka
Ifteclit berasal clari unsur utatna, termasuk di

clalamnya palirrg rendah 300/o (tiga puluh persen)

hi,:.rt.rs berasrrl clari pelaksanaan tngas pokok.

b, prrlitrg tinggi 20% (dua puluh persen) Alrgka Kredit

l:et'asal dari Llnsur penrrnjal'Ig'

Pasai 1 1

(1) Wiclyaiswara pangkat Pennta Muda Tingkat I golongan

rLiang llf / b yang akan rraik pangkat menj adi Penata

golclngarr rLtarlg IIi/c, Ang}ca I(reclit yang disyaratkan paling

kurang t:j (enarn) Angkei lir-edit. berasal clari kegiatan sub

LlnsLIl' pengembangan Prolesi,

(2) WiclVaiswara pangkat Pe.tlata golongan ruang Ill / c yang

alcan rraik pangkat nrenjadi Pe nata Tingkat I golongan

r-Ltang III/d, Angl<a Kredit yang disyaratkan paling kurang
I (deiapan) Arrglca Iireclit llerasal dari l<egiatan sub Llnsur
pengernbarngatr pro fe si.

(3) Wiclyaiswara pangkat Penata Tingkat I golongan ruang
IIIi d yang akan nail< pangkat menjadi pangkat Pembina
golongan ruang IV/a, Angkil lftcclil" yang disyaratkein paling
lrurang 10 (sepulr"rh) Angka Kreclit berasal dari kegiatan
sub LlnsLlr pengernbangan profesi.

(4) Widyaiswara pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang
akan naik pangkert menjndi Penrbina Tingkat I golongan
ruang IV/ b, Angka l(re dit yang disyaratlcan paling kurang
12 (cluar belas) Angka Iiredit i:erasal dari kegiatan sub
unsllr pengernbangan prritesi,

(5) Widyuiswara pir.ngkat Pembina 'l'ingkat I golongan ruar)g
IV/ b .vang aka ri naik pangkat urenjadi Pembina Utama
Mtrcla golor rgi-rn r Ltang IV Ti i: , Arrgk a Itreclit yang d isyaratkan
palirrg kttrttng l'l (c.nrpert L:elas) Angkri I{redit berasal dari
I<egiettarlt st'tb urlsl-.ll' pengenrberngan protesi,

(6) Wiclyr,risr,r,ara;:r.rngkat. Pr:rnirina lJtam;r Muda golongarn
rLtarlg IV/c t/anB al<an naii< pangl<at rn,enjadi Pembina
lJtarna. Mard1,;1 gtilongan ruarlg IV/d, Angka I{redit yang
clisyarirtlqan pr,rling l<uralrtg Lb [enanr belas) Angka l{redit
i:et'asal dari l..eBiat-i.rn,sl.lb i insr.rr pen gembangan prolesi,

(i) Wid5,;1is\\/iuii p;rngl<at Prnrl-rinli lJr.arira Madya golongan
ruanP, lv/d y{rng akan uaik pangkart menjadi Pembina
lltarna golongarr ruarrg I\//e, Angka l(redit yang
disvarntl<au paling sedilcit i8 (delapan Lrelas) Angka Kredit
berasal dari l<egiatan sulr Lrnsllr peilgembangan profesi.

Pasal 12 .,.
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Pasai 12

(l) widya.iswarFr. yang rnemiliki angi<a kredit melebihi angka

kreclit yang clisyarat-Ican utntuh kena.ikarr jabatan dan/atau

pangkat setingkat lebili tinggi, kelebiharr angka kredit

tersebut clapat cliperhittrngkarr untul< kenaikan j abatan

rlau / atar-r pangkat Lreriklttnya '

(2) widyaisr,vara yarlg pacla tahttn pertama telah rnemenuhi

ata u mele bihi trn gka l<r'eclit yang di syaratkan untuk

kenaikan .jnbatan clan/atau pcrngkat clalam masil pangkat

yanS didr'rcl ukirrya, pacla t.a}rltn kedua diwaj ibkan

rlrellgurnpr-rlkan paiing lcurang 20% (dua puluh persen)

angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkarr

untr.rl< kenaikan jabatan clan/atar-r pangkat setingkat lebih

tirrggi yang lrerasal dari t Llgas pokok'

Pasal I 3

Widyaiswara pangkal Penlbina Utama, golongan ruang IV/e,

se tiap tahun sejak rnencluciuki pangkatnya wajib

mengurrrpulkan paling kurang 25 (clua puluh lima) Angka

I(redit, clari lcegiatan tt.tgas ptrl<o}< dilt't pengembangan profesi.

Pirsal I'1

(1) Widyais\^'ara yang secal'et bersa.ma-sama membi-tat I(arya

'h,rlis/ Ikwa Ilmiair di biclang kediklatan, diberikan Angka

I(reclit. dengan l<etentuarr apabila terdiri clari 2 (ciua) orang

penrrlis nrerka pembagitr.rt Angka Kredit yaitu 60% (enam

pr.rluh persen) bagi penulis utarna clan 4}oh (entpat puluh
persen) bargi penr,ilis penrbanttt.

(2) .h.rmlah pt-.nrriis pembantu seiragaimana dimaksud pada

ayat ().), paling barryal< I (satu) orang.

Pasal 15

(1) PacJa atval tahun, setiitp Widyaiswara wajib trlenln-ist-in

Selsara.n l(clja Pcgawai (SI(P) yang akan dilaksanakan

claJ.itrn 1 (s;atu) ttrltrtn berjaiarr.

(2) SItl' clisutilln herdasarki,rn t-ugns polcok Widyaiswi{ra sesuai

cle r rgan .j atra t trn ny a,

(3) SKP yang tciah clisusun sehagainrana dirnaksud pacta ayat

( I ) harus clise l.urj ur r.lan cliLctapkan ole h pirnllinan unit
kerja.

(4) LInti-rl< ke1:crrtirrgrirr clirras, SI(l) yang telah diset.tijui dan

dit.etnplcrr n rk',r;lral' rlilal<u l<an perryesuaian.

Pasal 16 ...
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Pasal 16

(1) l)alarrr waktu I (satu) tahun Widyaiswara wajib

mengurnpull<an Anglca hiledit dari sub unsur pelaksanaan

Dikjartih, evaluasi dan pengembangan Diklal, dan

pengeffrb*ngan profesi dengan jumtah Angka Kredit paling

kurangl

a, 12,5 unlltl< WidVais\4fara Ahli Pertarna;

b, 25 uutul< Widyaiswara Ahli Muda;

c, 37,5 untul< Wiclyaiswara Ahli Madya; dan

d, 50 untr-rk Widyaiswara Ahli Utarna.

(2) Jurnlah Angl<a l(recliL sel:agairlana dimaksud pada ayat (1)

hururf cl heutya berlalcu bagi Widyaiswara Ahli Utarna,

petngkat Peml:inil Utama Madya, golongan rltang IV/d,

(3) Jurmlah Ar-rgka Iftedit setragaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai dasar untuk penilaian SI(P.

Pasal 17

(1) Untul< lcelancaran 1lenilaian clan penetapan Angka Kredit,
setiap Widyeriswara wajill mencatat dan menginventarisasi
seluruh kegiatan yang clilakukan dan mengusulkan Daftar

Usulan Penetapan Angkn l(reclit (DUPAI{).

(2) Setiap Wiclt,aiswarrr rncns-lsulkan secala hirerrki kepada

atersannya DL)PAi( sebagaimilna dimaksutd pada ayat (1),

pra.lir-rg sedil<it satu kzrli setiap tahun.

(3) Perrilaian dan penetalran Anglca Kredit Widyaiswara
dilakukan palirrg kurang I (satu) kali clalam setahun.

(4) Penilaiarn clan penetapa n Angl<a l(redit untuk kenaikan
pangki-rt clilakul<an 3 (tiga) bulan sebelum periode

kenaikan pangkat PNS ditetapkan,

BAB VII

PE..JABAT YANG IVIENETAPKT\N ANGiil\ KRBDIT, TiM PENILAI,

DAN PF].JABAII' YANL} N4trNCiIJSULIGN PENETAPAN ANGKA

I(REDI'I'

Bagirln Itesattr
Pejallat. Yiurg Merretirpkan Angket iftedit

Pi'r s&l I 8

Pe.jabat !'ang ntenet aplcarn Angka lirc:dit Widl,aislval'a, sebagai
heriknt:

a. I{.epalil [,AN ntrrur Peialrat Pimpinarr Tinggi Maclya di
Lirr.gl<ungalr LAN varlg rneml:irlrrng;i Diklat bagi Widyaiswara
Ahli lJtama cli lirrgl<r-n'rgern LAN dan instansi lainnya;

b, Sekretaris...
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b, Sekre taris Jenderal I(ernenterian, Sekretaris Jenderal
Lembaga 'i'inggi Negara", Sekretaris Utama Lembaga

Pernerintah Norr Keme nterian bagi Widyaiswara Ahli
Pertzuna sampa.i dengatr Widyaiswara Ahli Madya di
lingkungan instansi rnasing-rnasing; dan

c, Sekretaris Daerah Provit-tsi, Sekre taris Dae rah
I(abupate n/ I(ota bagi Widyaiswara Ahli Pe rtama sampai

dengan Wiclyaiswara Ahli Maclya di lingkungan Provinsi,
Kabupate n/ Kota,

Bagian I(edna
Tim Penilai

Pasal 1 9

Dalam nrenetltpkan Angka l(reclit Widyaiswara, pejabat
sei:agaimanar climaksuct clalarn Pasal 18, dibantur olehl

il, "['inr Perrilaii bagi Iiepala L,AN ilLa.ur Pejabat Pimpinan 'linggi
Madya cli lingkr-rrrgan LAN yang rnembiclangi Diklat yang
selanjr,rtnya disebr-rt 'fim Penilai Pusat (TPP);

b, Tirn Penilai bagi Sekretaris Jenderal Kementerian,
Sekret.aris.lencteral Lenrt:aga'l'inggi Negara, Sel<retaris
Utatnil Lernbaga Pe rne rirrtah Non l(ementerian yang
se lanjr-rtnya cliscttut 'I'irn Pt:nilai Instansi (TPI); dan

c. Tim Penilai bagi Sekrel.aris Daerah Provinsi, Sekretaris
Daerah l(atbupaten/ Iiota yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Daerah ('fPD).

Pasai 20

(1) Tirn Pcnilai terdiri dari Lrrlsllr teknis yang membidangi
kecliklatan, unsLlr kepegar,r,ajan, dzur Widyaiswara.

(2) susunan lceanggotaan Tirri Penilai, sebagai berikut:
Lr, seorang l(etua merangkap Anggota;

b. sjeorang Wal<il Ketna rnerarlgkap Anggota;

c, se(rrang Sekre taris mera:rgkerp Arrggota; dan

ci, paling sedikir 4 (ernp€rr) orang Anggota,

(3) Sel<retert'is sebagerintana clirnaksud prader ayat (2) Liuruf c,
haltts llerasr,il clur-i trnsur li.:p(:gawaian,

(4) Arrggoti,r. seLrerg;rintarra dirnlrksuci pacla ayat (2) iruruf cl,

paling kurang 2 (ciua) orang berursal clari widyaiswara.
(5) Anggr:ta sebagairnana ciin'raksud pada avat (2) huruf d

paling kltranp; 3 (l"iga) nrang harus memiliki sertifikat
cliklcrt./rvot'l<shop/bimtel< penilaian Angka I{redit Jabatan
I',-u n gs i o n a l Wi dyaiswara.

(6) Anggota ,..
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(6) Anggota sebagairnana dimaksucl pada ayat (2) huruf d,

apabila bcrrjumlah lebih dari 4 (empat) orang, harus

berjumlah genaP,

(7\ Apabila jurnlah AnggoLa sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ticlal< dapal clipenuhr clari Widyaiswara' maka Anggota

clapat diangkat clari PNS lain yatlg memiliki }<ompetensi

uutrtk rnenilai prestasi ker.ia Widl'aiswara.

(8) Syarat uttrt.uk rrrenjr,icli Arrggc-rta, yaitu:

a, rnencludr-tki jabntan/ pangkat paling rendah sama

rJerrgarn jaba.tltn/ panglcert Widyaiswara yang dinilai;

b. memiliki keriirlian clan ke rnampLlan untuk rne nilai
presl.asi kerj a Wiclyaiswara.; clan

o, dapat aktif me lalcr.tkan pe nilaian,

Pasal 2 1

(Ii Pembcntukan clan susl)rlan l<eanggotaan Tim Pe nilai
clitetapkan oleh:

n, I{epala LAN a tau Pcjabat Pirnpinan Tinggi Madya cli

lingl<urrgeut LAN yang nrenliridangi Diklat untuk TPP;

b, Sekretaris Jenderal l(ernenteriarr, Sekretaris Jenderal
Lenrbaga Tinggi Negtrra, Sekretaris Utama Lembaga

Pemerintartr Non lietnentcrian untuk TPI; dzur

c, Sekretaris Daerafr Provinsi, Sekretaris Daerah

I(abupaten/ Kr:ta untui< l'Pl),

(2) Pembentukan 'fPI dan 'l'PlJ sebagaimana dimaksr,rd pada

ayat. (ly hururf b dan irurr-rf c harus mendapat rekomendasi
dari Itepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina,

(3) I{e menteriitn, l,enrtlaga Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah
Non Itementerian, Provinsi, Kabupaten lKota yang telah

rnenriliki palirrg sedikit 10 (sepuluh) Widyaiswara harus
rnerrbentu k Tirn Penilrri,

(4) Daianr melakurlcan penililian dan pcnetapan Angka Iftedit
Wic11,3iswa.ra",'fPl darn'l'PD rva.lib melakukan koordinasi
clengarn TI}P, per.ling kurar:rg 1 (sat.u) kali dalam setahun,

Prr"sal 22

(1) Apabila 'lPI be lum rlapat clibentr-rk karena belunr.

memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang

dit.crntr,rkan, penilerimn Angka l{reclit Widyaiswa.ra dapat
ciitrrinl akan kc5rartn 'f PI lairt i'r Lai.t lcepada TPP,

(21 Apabila TPD belum rlilpat clibentul< l<arena belurn
me me nuhi syarat ke irnggotaan Tirn Perrilai larrg
clitentulcan, rnAka penilaian Angka l(redit Widyaiswal'a
clilerkuican oleir 'l'l)l-) lair-r vang terclekat secara geogratis

atilLl rllr:h '['P1',

(3) Penetapan .. .
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(3) Penetapan Angi<a l(reclit yang selanjr"rtnya disirrgkat PAK

hasil penilaian 'l'itn Peniiai sebagaimana dimaksud pada

ayar. (1) clan a5,at (2) clitet"apkan oleh Pejabat yang

rnenetapl<an sebng,nirrrarler clinrt'rlcsud clalam Pasal I 8.

Ireisal 23

( I ) Masa .jabatan Anggota irrjri.latr 3 (tiga) tairun dan dapat
diangkert kernbali rlntr-ik ltlas,4l jabatan berikurtnyi{,

(2) PNS yang lelah rrienjacli Anggota dalam 2 (duta) masa

.iablrt-an bertr.rrut-turut, clapat. diangkat kembali seteiah

melampaui masa teltggang walctLl satll fiIasa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggoter yallg dinilai, I(etua dapat

ffrengangkat Anggota pengganti,

Pasnl 24

'l'ata kerj a 'l'im Penilai clan tata cara penilaian Angka Kredit
Wiclyaiswara diteteipkan oleh l(epala LAN,

Bagian t(etiga
Pejabat. Yang Mengusullcan Penetapan Arlgka Kredit

Pasal 25

Usr-rl penetapan angkil kredit Widyaiswara diajukan oieh:

?1, Sekret.ir ris ,Jelrdcral i(crnenterian, Sekretaris Jencleral
I.embaga 'l'inggi Ne garit, Sekretaris Utarna Lembaga

Perlerintah Non lienrentcLian, Sekretaris Daerah Provinsi,

Sekretaris l)aerah Kabr-rpaten/ Kota kepada Kepala LAN

atau Peiabat Pimpinan 'linggi Madya cli lingkungan LAN

yal1g, rnenrbidangi Diklat urrtuk Angka l(redit Widyaiswara
Ahli Utanra di lirigl<Llngarl LAN darr instansi laiurrl'3.

b, Pejallat. paiing retrdafi Pirnpinatr'linggi Pratama yang
merrrbiclangi Diklat c.li lirrgkurngan instansi pusat kepada
Sekrer.aris .Je ncleral lierrrerrteria.n, Sekretaris Jenderal

Lernbaga Tinggi Negara, Sel<retaris Utarna Lembaga

Penret'intah Norr Itemettterian untuk Angka Kredit
Wid5'alswara Ahli Pertarna sampai dengan Widyaiswara

Ahli Iv{adyrt di lingkLingatt instansi rutrsing-masing;

c, Pejilbert. Pirnpinarr 'linggi Pratanrti yang membidangi Diklat
cli lini4l<ung,arl ['r'ovinsi, Iia]lriraten/l{ota keptrda Sekretaris
Dar:t'ah I)t'ovinsi, Sekrctaris Daerah Kabupaten/ Kota,

un tLll( a ngker kredit WicJyaiswirra Airli Pertarna sampai
clepgan Wictya.iswarur Ahli fv{adya cli lingkurngan Provinsi,

I(rrburperten/ Kota,

Flsal 2fr

( 1 ) Angk;.i l(r'ed i r -Vel Ig ili te LtLpl<tur r:ieh pej abet t yang

mt:ne tn.pkH.n L\ngl<ar Itt'edit, digunakan untuk
menlpertinrbi,rrrgl<arr pe llg,iill-I8l<atan, kenaikatf
jabatrrn/ pr:rnglcat Widyaiswari.\ se suai clengan kel.errtttan
perirtttral l pe l'l I ncl lln pi- urt r-l lrrt gan .

(2) I{eputusan ,, .



- 16 -

(21 l(eputr.rsan pejabat yang menetaplcan PAI( sebagitimana

climaksucJ pada ayat (i) tidrrk dapat diajukan keberatan

oleh Widyaiswara yang bersangkutan.

BAts VIII

PDNGAN GKA'i'AN DALAM JABATAN

Pasal 27

Pejabat yarlg mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional

Widyaiswarit yaitr.r peiabat sesuai dengan peraturan perLlndang-

r,rndanga n,

Patsal 28

( I ) Pengangl<atan PNS dalanr j abatan Widyaiswara harus
memenuhi syarert:

a, berijaznlr paling rendah Magister (S2) dari perguruan
tinggi yirllg tet'akreclirasi ;

b, mencluiltrki pangkat paling rendah Penata Muda

Tingkat I, goiongan rLrtrng III/b;

c, benrsia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat

sl( pengangkatan seiragai widyaiswara ditetapkzrn;

d. memililci pengalarnan cli bidang Dikjartih selama

paling kurang 2 (dua) tahun;

telah nrengikuti dan luilus Diklat Calon Widyaiswara;

te lah rnendapat re kotne ndasi pengangkatan dalam

.Jabatatr lrtingsional \Vidyaiswara dan rekomendasi

PAK Awal dari lnstanrsi Pembina;

g. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam l (sattr) tahun t.erakhir; dan

ir. tersedia formasi Jabatan Fttngsional Widyaiswara.

Pangka t dan roicrttgatr I'Llit ng .\Iang dite tapkan bagi PNS

sebagnirrlana clirnirl<sr-icl pacltr i:r),a1 ,t, itdalah sama dengan

pangkarl ciartt golongan rLlarlg yillq dirnilikinya, dan jenjang

.iaixltrLrr Widyuisrvara dit.cti.rpl<i-rn sesuai dengan .lumlah
Angka l{redit Awal J'arlg ditctapl<an oleh Insta.lrsi Pembina.

,Jumlali r\rr5:,lctr lirccr,it s,:bag,uimi:u1ir clit'ttaksud pacla a,yat (2)

ditetapkr,rn clari I.ltisllt' 'u[i.l ittit driil tlllsur penunjang,

Pengeilu.lt'ti:,Ln cllrlntn nlcllcltr'llrl<i jl'ibatiltr pimpinan tinggi,

arclrnirristrator, perrgawas dan/atau jabatan lurlgsional

lainnya yiing clapat cliberilcarr rrilai Angka l(reclit yaitrr
j abartan pimpinrlrt tingpli, acltninistrator, pengawas

clan f alitu ial-ratan l'ungsronal larinnya yang terkait. dengan

l:idang Dikjarrih.
(5) Dikectralikan . .,

e.

f.

(2)

(3)

{4)
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(5) l)ikecr-ialikan clari ketentuan sebagaimana dimaksud pa

ayat (l) hurul' c dan aynt l2), bagi PNS yang rnendudurr

Jabatan Pimpinan Tinggi, dengatl ketentuan:

a. sehat jasmarri dan rohani;

b. lulus urji kornpetensi; dan

c, memenuhi formasi .Jabatan F ungsional Widyaiswara

utntul< pelaksanaan Dikjartih PNS, evaluasi dan

pengembangan Dildat pada Diklatpim Tingl<at I dan

Dildatpim Tingkat IL

Pnsal 2Q

(f ) Ll:rtul< c-lapat rlii nglcat dalarn Jabatan atau kenaikan
jabatan rrrer-r.jadi WidyaiswArA Ahli Utama selain harus
memenuhi Angka Kredit l(trrnulatil yang ditentukan, wajib

melakukan Orasi Ilmialr,

(2) Orasi llmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih ianjut oleh l(epala l.AN.

BAB IX

FORMASI

Prlsal 30

( 1) Penetapan fornrasi .labatan Irungsional Widyaiswara
cliclasarkan pada indil<ator, sebagai berikutl

a, jrtmlah penyelenggaraan Diklat dalam I (satu) tahun;
da_n

b, jenis Diklat yang akan dilaksanakan.

(2) Instansi pcmcrintarh pusat clan daerah yang tidak merniliki
Lernbaga Dilclat tidak dapat mengangkat Widyaiswrara.

ISAR X

PEN GTI M BANGAN W I DYAI SWARA

I'arsal 31

Untuii rneningkatkan plot'esionalisme, Widyaiswara yang
akan nail<.j*nj6u1g, jabatarn, harus nrengikuti clan lulus
Diklat Pe njern itr.ngan Wicl_vaiswara clan Llji kompetensi
sesuai clengarr Jelr.;ang yar"rg akan diduclukinya.

Dilclat F rrngsional Penjenjangan Wiclyaiswara clan Uji
l<oinpet.ensi se]ragaimana dimelksurd pacll+ ayat ( l ) cliatur
lebih leinjut oleh ttel-rala Lr\hI.

(1)

(2\

BAB XI ...
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BAB XI

PEMBEBASAN SEMENTAM, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN

PEMBERHENTIAN JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasall Sementara

Pasal 32

Wiclyaiswara dibebasican sementara dari jabatannya apabila:

a. cliberhentiltan sementara sebagai PNS;

b, cJitugasl<atr secara pe nlth di lr,rar jerbatan Widyaiswara;

c, rrrenjalrrni cuti di Juar l-anggungan negara, kecuali untuk
persalinan allak lceempat dan seterusnya; atau

d. medalani tugas llelajar lebift dari 6 (enam) bulan,

Bagian Kedua
Pengangkatan I(embali

Pasal 33

(l ) Widyaiswarir yang dibebaskan sementara sebagaimana

dirnaksuct dalam Pasa| 32 i'rurr,rf a, dapat diangkat kembali

clalam iatratan Widyaiswara apal:ila telah diangkat kemi:ali
sebagai PNS.

(2t Wictyaiswara yallg dibebnskan sementara sebagaimana

dimaksud clalarn Pitsal 32 huruf b, dapat diangkat kembali

dalan: j al:atan Wid.vaiswaril apabila:

a. berusicr perling tinggi 56 (limrr puluh enam) tahun bagi
yitng pncla saat perrbebasan senrentara menduduki
j niratan Wiclyaistvar^ Al'rli Pertarna dan Widyaiswara
Ahli Muda; dan

b, berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun
l:a gi yang pada saat pe mbe basan sernentara

nrenduduki jerLratan Wiclyaiswara Al'rli Madl'a dan

WictyaiswarA Ahli Utarna.

(3) Widyaiswara yang dihrebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalarrr Pasal 32 Lruruf c, dapat diangkat kembali
c-laiarrr .jrrbatan Widyniswala, a1;abila telah selesai medalani
curti cli hiiir tangg,ungan lile garer.

(4) WidSrplswilrar yarlg dibebaslcinn sementara sebagaimana

dirnaks;ud di,rlam Pirsal Il2 huruf d, dapat diangkat l<embaii

dalarn jabatan Widvais\\/aril, apabila telah selesai menjalani
tugas bela.jar'.

(5) Pengangkatan . .,
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(5) Pengangkata.n kernbali clulam Jabatan F'ungsional

Widyaislvara se bagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang

dimiliki.

(6) Pengangkatan kernbali dalam Jabatan Fungsional

Widyaiswara seiragaimana dirnaksud pada ayat (2) dan

ayat (4) clengan menggunakarr Angka Kredit teraichir yang

dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari

kegiatan-kegiatan yang dilal<ukan selama dibe baskan

sementara.

Bagian lietiga
Pernberhentian clari Jabatan

Pasal 34

Widyaisrv6r.ra diberhent.ikan clari jabatannya apabila dijatuhi
hul<uman disiplin tingi<ert berat dan telal-r mernpunyai kekuatan
h ul<um tetap, kecr-rali hukuman disiplin berat berupa
penLlrunan pangkat setingka I Ie bih rendah selama 3 (tiga)

tahun clan penrirrclahan dalarn rangka penurunan j abatan
setingkat lebih rendah,

Pasi,rl 35

Pemtre basan .sementara, pengangkatzur kembali, dan
pemberhentian ciari .Iabatan Fungsional Widyaiswara
sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34,

ditetapkarn oleh pej airat sesuai dengetn peraturan perurrdang-
undangan,

BAB XII

PENURUNAN .IAI]ATAN

Pasal 36

(1) Wiclyeri$\{'&rrr yang dijertulri }rillcr-rrnan disiplin tingkat berat
berupa pernindahan dalarn rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah, mr:laksanakan tr-rgas sesuai clengan

.jenjarlg .jaba t.an )/arrg i:am.

(2) Pcnilaian prestasi herier clalarn rnasa hukr-rrnan disiplin
sebagainranu rJirnal<suci prrc-ia ilyat (i), ciinilai sesuai clengan

jatlacarl yang barur.

BAB XIII.,.
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BAB XIII

I(BTtrNTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Prest.a.si l<erja yang teiair diiakr-rkan Widyaiswara sampai

clengan rnuleii'berlal<unya Peraturan Menteri ini, dinilai
berclasarl<an PelaLr-tran Melr[eri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor .Lrl Tahun 2009 tentang Jabatan

F'ungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, darr harus

suclatr cliteterpkan paling larnbat 1 (satu) tahun sej ak

berlakunya Peraturan M en teri in i .

Pada $aat i)eratutran tvle n te ri ini mulai berlaku,
Widyais\^/ara yang belurn rrrenriliki ijazah Magister (S2)

tetnp ciapat tnelaksErnaka.tr tugasnya sebagai Widyaiswara
dan harus rnerniliki ijazah Magister (S2) paiing lama 5
(lima) terhttn sr:jak berlakL.utva Peraturan Menteri ini,

Wictyaiswara sebagairnarla dimaksud pada ayat (2), apabila

tidak merniliki ijaz.ah lr4agister (S2) dapat diberikan

kenaikan parrgkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan

ruang tll/ d atrtu par-rgl<at terakhir ya.ng clidudukinya.

Pacia sarrt l:erlakurr5rz Peri,rturtur Menteri ini Widyaiswara
yang sedang rrrenjalani pembebasan sementara karena
tidak dapat mcngumpulkan Angka Kredit berlaku
ketenturrn Peraturan Menteri ini,

BAB XIV
I(ETEN'IUAN PENUTUP

Pasal 38

I(etentuan pelal<sanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih
lanjut oleh Kepzrla LAN dan I(epala Bactan I(epegawaian Negara,

Pasal 39

Pada saat Periittir'iln lvlenteri ini rnltlai berlaku, Peraturalr
Menteri Negar:a Pe:nd fl1r4*t:tlaan Aparrrtur Negara Nomor 14

Tahun 2009 tenteing ,Iabatan Fungsiontrl Widyaiswara dan
Angka l(reditnlt-l clir-:abul dern dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ,10

Pader saat. Peraturan Mentc-'r'i ir:i rnulai beriaku, semua

i:eraturan pelaksarnir?ln Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatu r Ncgara. Nomor 14 l'irhun 2009 tentang Jabatan
Ii'ungsional Wiclyaiswat'a dan Angka I(reclitnya tetap berlaku
sepanjang tictark hert.enlangarl rlerlgan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 |"

Peralurerrr Menteri iui rnulai berlrrlcr-i pacla tanggal diundangkan.

(2)

(3)

(4)

Agar ..,
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Agar setiap orang mengetahuinya,

Ilengunclangan Peratrlrarr N,lenteri ini dengan

dalarn Br:r'ita Negara Repuiilil< Inr1onesia,

memerintahkan
penempatannyer

Ditetapkan di Jakartei
peicla tanggal 23 .Juli 2OI4

MEN'IERI PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,
AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014

MENTERI HUI{UM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPTIBLII( INDONESIA,
rrd,

AMIR SYAMSLIDIN

BERITA NEGARA REPUBI,iI( INDONESIA'I'AHUN 2014 NOMOR I068

Salinan sesuai dengan aslinya
NTERIAN PANRB

Itepala 13ir unilcasi dan Informasi Publik,

Lrryatman

('$y

ftT
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Pendirlikan

Dikiardh PNS

A Pendidikrn foroali sckolah dan raem!€roleh
l1zqqh i ge-lar

Mengikuu pcadid-kan forrnai/ sekolah da n mernDeroteh

Ll-
2

Dolctor (S-3) 200 ua-zan Senua jenla.ag

Magistcr {S-2} ls Ijat"b Scnua Je-n;aog

B. lDiklAt ftrngsronalri tebals yeng mendulrury rugas 
i

iWic-varsw-ara dan rnc:l:lpero]eh Surat Ta:.da Tar:rat j

lPen<licika-n 
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li
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wi4
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gilruti D
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4) 0.{-:O GtsP!'.'P.-SI'MO is:
so"_o:___

b. Mcr qrusun soal/materi ujian Dikl:rt rinnrk
.S*sr;:a ,j':n1a;:3U ke test - Post test

K"*pt.h.r*f t"*
o 0-20 Naskah s.;ai

2l 9 0,20 Naskah soal Scnua Jen3alg

3l I(asus to o,40 Naskah Kasus Scrua jecjang

2 Pela lcsattaa;-l

a- [sla]s:en^k:rn tatap muka D"l<iat iPNSi tt 
]12 
l

13i

o,o2 
1

0e4 -l
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ffi
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d. Mclaksas.kan pendrrnpinea-q OL / PRL /
Bachmarking

17 0,50 lapora; Semua 'Icnjang

c- Melaksanakan pcndnrnpingan Penr-rli-n Kertas Kcrja
/ koyd< Pslulahan

l8 o.so Per Kcrtas Kerja
(Maksima-] 5 KI(/PPI

Sesua Jenja:eg

f Mcrnenksa Hasil Ujian Diklat uatuic
n 0,15 ,aPOrirn Sercua ,Jenlasg
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r, I

b_ Maiaiah llrtlh-h 2,50

c. 
f 
Bulru PrtcceCing:

I ltt lhlf,rnasional
t
Irl

I l3i [Instarrsr

33 )
34 2,50

35 I

Malraiab dalan peitcmuan ilmirh

a- Internasional 36 rt Makalah

Mrkrlab
Scmua Jen3ang

Scmua Jenja'Bb. Nasional 3'/ 2.50

c. Insta..nsr 38 I t"Iakalah Scnua Jen.jalg

B Penemuen inovasr. yang dipateokan dan '6leh
rn.suk daftar paten s€suai bidarg spesiaHsasi
keahlialgly2-

vfenr
ian t

:mukan in ovasr ;'ang dipaten lran 3ssuai bidang spe-si: li sa si
cla-h rc.as 'k Cal:;r'r daftar paten

39 n Sertiflkat Paten Semua Jenjang

i I c lpeayusu-nan buku pectomanTt-tenruan 

-]McDl

| | lpelaksanaan/ketcntuan tebris di bidarg lt ]oi| ! lic.;;r.rator I

'rrstra b uku pedom an /ke tea tu an p6l4! s a nl aln / ke teahr arr
s di bidang kerliklatur

+o o,50 Buktr Pedoman roua Jenjaag
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Iro tIr{S{IR SIIB-T'IIISUR RnccrAll rrEGtaTAn EODI
sG.

BESARTN-
AlTGEA
MEDIT

SAT'UAIT IIA.STL PEIAESilTA KAGIATAI{

I 2 3 4 5 6 7 8

D pel a ks n 3311 Ora.si Ilmia h sa:flrai qrcsr +lisas nya Melaksanakag Orasi nrn i o h s4s4ai Spcqia lis <iqya 4l Bcrita Acara KTI darr

SinoPds
Jenjang Uta.ma

v PEHIJ}UANG
TUGAS
WIDYAISWARA

A Pcra-a scrta dalao scminar/lokavarya / konferessi
di bidang kediktatan

Merrgikuti scninar/lokak aqaf konfcrensi di b'iclaag kcdftIara,
scbagai:

a- Narasumber/pcsbahas/pcoyaji/ ketua parritia 42 2 Per Kcgiatarr Scs,ua Jenlang

o Moderator/pcscrta/ angota pa.nitia 43 I Per Kegiatan Senua Jenjang

B Keanggotaan dalam profesi Menjadi anggota organisasi profesi" scbagai:

c

a- Perrgurus 44 t Per Tahun ScouaJeqlang

b. Anggota 45 o,75 Per Tabun Sts,uaJcnja'g

I 
eembimbingan kepada W-rd-waisu ara diba wah

I i cniarre i abatarr.:ov:ar't-
I

lvtembimbirg Wi4yaisrrrara dibacrah jenjang jabatannya 46 ojs L-aporan Jenjang lJt?ma
Jcrrjang Marba
Jaojang MuCa

D Penul-isan arbkd pada surat keba-r ,r,leirrlis a-'tikel di S\fat -Ka.bat

;r ll{a^sronal
i: iFro.;insi,/Kabupatq'n/Kora

47 _l Art-Ire! |

A-rtrker i

Scrnua Jerg:r:r3

Sec.ua jenjar,g4a ti
Penu-lis:rn ar-t*d pada tiv'eb;a.e

p-:role h are gelar.i ij azaJr

L{enulis arulcd di \L'cbsite +9 I elrtik*l Sc=ue.Ienlang
\{croperole}r gefar kesarja:raa:1 irri,.rnya Jang drrsk scsuai bidarg
:peqiahs-inJrra dan/aiau lebih dari saru kali prda jenjang,
pendrdikan Ftg s:r'n4 pada prograrn:
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M"s=te-t (S-a
5'{J

5t
n

ti- !
I
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I

)l

UaF.]: - Irs*i I

d^r.n I

Sclnua Je=;arrg

Scmr:e. *lenjang

lsaala (-st)

G Peroleiran pcrrghargaarr / te:-da ja<a L{emceroleh p€nghargaai Sar-va l*nana lfurJra Sat_%- lamanya
L 30 {tiga pufuh} trhun 53 3 Piagas S(grra Jeojang

b 20 {dua pu}ufr) t:hun s 2 Ptagar Scoua Jcsja.og

c fO {scpulub} talrrrxr }) Piagarn Scanua Jcoiang

l'{emper oleh pengtrarga.an lar:nya dari pcmerintatr

lf"t"p*
JO 1 Piaga,-n Sanua Jcufar,S

5'i lo G€far Scmua Jcojang
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AZTVAR ABUBAKAR
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LAXPIRIX II
. PERATI'RAI( UEITTTRI TETD''YAG{' T'.! .A?A3'TSR TFE.ARA

DAX REFORIASI AIROBRASI REP('BIIK ITDOtrEs[A

f,ouoR22 T4Ettt 2(114

AITTTTG JAAATIjg FUf,CftIOI(II. WIDYAISSARA

DA.!{ AISGEA ER@ITTYrr

fi'UIlIg ANGXA SREDTT KOUI'IJTTTF P.AITNG REITDAE UI{TUK PEIT{iATGXAAAII, DAl(
KEf,AITAX J,ABATAT WIDYAISiWARA DETGAii PETDDtaAIl UiGT TER {SAI

hrbiilc,

MENTEzu PENDA'/AGU}'IAAN A.PARATUR I{EG.TRA

DA}I REFORI\'AST BIROIGASI REP{IBLIK I}ID O}IE SIA,

ttd-

AZIVAP* ABTIB.AXAR

JEITJAtrG JAAATAIr DTIT AIYGI(A REDTTulttsrtR

LTNSUR UTA.VIA

A PenCidikar:

1- Pendid:lcan sekolah

2. FenCiCik-a;: dan Pelrtihl-ir

B- Pelaksaria;il Dik;ariih PNS

C- Evaluasi {:al pengembanga;i diklat

D- Pengeurbang:rn profesi

rzci ,;l 2oai;

UNSTJR PEI*].IJN.I.{}{ G

Penunjar: g rugas Widyais'wara
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DAIT AITGKA KREDITITYA

MENIERI FENDAYAGUNAAI-I APARATUR NEGARA
DAN REFORI{ASI BiROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

rtd.

AZWAR ABUBAKAR

JEHJA]IG JABATATT DAH AITGK{ KREDIT
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[n\iSLIP. {,ITAMA

A. Pendrdikan

t. Pendidikan sekolatr

2. Pendidikan dan Pei;=tihan

B. Peiaksanaan Dilq'ar-tih PNS

C Evaiuasi dan pengembaxgan

D. Pengernbangan Profesi

UNSUR PENLINJ.q-NG
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JUMLAH
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suai dengan aslinya

i dan Infomclsi h-rblih
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